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Abstract

International jaw recognized that all peoples have the
right to seli-determination. Independence of peoples from
colonialism and dlien authority in order to determine the
political status is manifestation of this right, .ﬂtms’dmg
international law, this right can only use once and it
cannot be applied to the peoples who already organized
in a state which is not under the colonialism and alien
authority. In the case of independence of Kosovo, some
quesffons can be proposed, among others, i.e.: how does
international faw regulate the jssue of the right to self
determination; how is legality of the independence of
Hosovo according to international law; should other
states recognizes the Kosovo as a new state; how does
international law regulate the issue of recognition of a
hew state. This article will try to answer those questions
base on international law perspeciive,
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. --._Pacia saat ini, hukum mtemasmnal-__;

ad. : ':'._angga. 17 Fcbruari 2(}08_;__yang
' ik 'utkan'ieleh deldarasx

hal mendasar, pemzma, Kosovo seca—

xa. tentonal merupakan bagian: dari

-negara Se:bla yang eks;stensmya dan
'Lkeabsahannya telah ‘diakui oieh ko-
' mumms mtemasxonai leedzm, secara
teord, pendirian negaradi. dalam ne-
gara ridak dzmungkmkan, karena: hal
ini akan bertentangan dengan hukum
internasional: :Dellarasi: kemerdeka-
an tersebutrkemudian. memmbulkan
polemik; bahkan memicu: Qersoalan
-bam yang tidak kalah rumzm}ra

_Berkanan dencran hal tersebut di atas,
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) be-
lum menyatakan sikapnya, karena
sikap dari negara-negara yang meru-
pakan Anggota Tetap Dewan Keaman-
an PBB.terpecah. Amerika, Inggris,
Prancis menyatakan mendukung, se-
mentara Rusia dan China menentang,
Demikian pula sikap dari negara-
negara- yang berada® di- kawasan
Kosovo pun tidak seragam, Bulga-
ria, Kroasia, Hongaria relah menya-
rakan mendukung, sementara Ruma-

nia, Slovakia menyatakan menentang.

B -_,teiah mengakm ( remgmzed’_
- untuk menentuk:m scndm_ _(__-;

(13

5E f detemmatzon 2} sebagai salah satu L
_=;'_hak asasi manu51a (HAM) dan ‘ocr—— o |
'__.:'_3_";dasarkan hak-_:: m' semua. bangsaf:ﬁ"f L
1 :::_(“pfaples ):bebas uqtuk menentuk&n

-_Status poiluk dan menge}ai Pﬁmba_";f

ngunan ekonomi,’ sosial. dan. buda—

“ya.) 21 Namun, dalam k.onteks hukum

-mtcrnas;onal kemerdekaan sebagai
-Wu}ud dari hak unruk menentukan

nasib sendiri “vight to selfrdeterming-
tion” (dalam bidang ekonami, poli-

tik,-dsb.) dimaksudkan unruk mem-
bebaskan diri dari penjajahan dan

dominasifkekuasaan asing. Hak ter-

sebutr-hanya dapat digunakan sckali

dan ridak dapat direrapkan terhadap
bangsa (“peoples”) yang telah terorga-
nisast di dalam bentuk -suatu negara
yang tidak berada dalam penjajahan
dan dominasi asing.

Masalah kemerdekaan Kosovo -atas
Serbia merupakan suatu fenomena

' Hal rersebut, antara lain, secara tegas di-
pyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) ° Inter-
national Covenant on Civil and Polirical
Rights”/ICCPR, yaitu: “All peoples have
‘the right of self-determination. By virtue
of that right they freely determine their
political status and freely pursue their
'econa"mc, social and caituml develop-
ment.”

..:ﬁ_' hak :
right . to’-': s




nenarik unnik didiskusikan,

_"i'Iah pertanyaan dapat dikemukakan,
__yaltu bagalmana hukum

‘dnitara lain,
"mtemamonai ‘mengatur. masalah hak

‘un 'uk menentukan na31b senchri _
ibagaimana legailtas kemerdekaan_

Kosovo menurur hukum internasio-
naly: apakah ada keharnsan bagi ne-
gara-negara® lam ‘untuk: menﬂ-akui
Kosovo sebagai-negara” baruy ‘bagai-
‘many hukum internasional: mengatur
masaiah pengakuan bag; negara baru

Makaiah ‘ini akan 'mcmba}ias secara
singkatsejumlah persoalan menyang-
kur kemerdekaan Kosovo atas: Serbia,
serta dikaitkan dengan masalah hak
untuk menentukan ‘nasib sendiri.
Pembahasan akan dilakukan dalam
perspekiif hukum . internasional,

Hak untuk Menentukan Nasib
Sendiri (“Right to Self~
Determination”™) dalam Hukum
Internasional

Sejak tumbaﬁgﬂya komumsme di Uni
Soviet dan negara-negara sosialis la-
inaya di Eropa Timur pada akhir
zahzm 90-an, telah member!:{an isya-
rat bag1 bﬁrakhunfa Peizmg Dingin
antara Blok Barar dan Blok Timur

dengan hal'tersebur; sejum--
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“dan sekahgus telah berpengamh ter-

hadap ‘hubungan antarnegara dan

‘mempunyai dampak dalam tatanan
hukom internasional, Namu_n, di
._---plhak lain perubahan-pembahan yahg
“cepat-dan mendasar semacam iru juga
.'-':telah mcmmbuikan fenomena—feno-

mena baru ¢ seperti- tnnbuinya pertena

‘tangan emis di banyak negara‘yang
‘dapat memporak-porandakan kermer-

dekaan; kedaulatan dan keutuhan

‘wilayah negara dan kemudian memi-

cu ter}admya dlsmtegrasi atau Eei‘PC"

cah«pecahnya negara

Hal itn terjach pada negara bekas Ul‘li

Soviet yang kini telah terpecah-pe-

cah menjadi 15 negara dengan per-
sonalitas hukum yang baru, Terma-
suk juga apa yang telah terjadi di
bekas negara Republik Demolkrasi
Sosialis* Yugoslavia vang kini telah
terpecah ‘menjadi lima negara baru
seperti Serbia dan Montenegro, Kroa-
sia, Slovenia, Bosnia Herzegovina dan
Macedonia, belum lagi yang terjadi
di bekas negara Cekoslovakia vang
kemudian menjadi Republik Ceko
dan Republik Slovak. Kejadian-ke-

jadian semacam ini sudah rentu bisa

2 .Sz.maryo Suryokusurmno, Prakrek szlo»
masi, Jakarta: Universicas Indonesia,
2001, hlm, 64-65.




= -_'---temasmnai belum dldcﬁmmkan secara

o -'Z suatu negara

I_Dalam berbagai hteratur hukum in-

| jelas apa yang dimaksud dengan bang- o
sa (“peoples”) dalam rangka menun--

' '.-:.".-tut ( clazmz?zg ) hak untuk menen-'fﬂ

_ ib _sendln Tcrdapat banyak Pt
'kontrovers;da'n kebmgungan dalam g

» § hal ruang hngkup (* scope ) dan pe~— S

nerapan darx hak ini.-

- Hak uni:uk menenmkan naﬂb sen-r - -k

diri merupakan suatu prinsip hukum-
internasional yano dapat diternukan-
sebagai norma dalam- berbagai per--
janjian: internasional: tentang hak a-
sasi manusia «(HAM). téertenti dan
hak: ini ;.meny_a;akan_ ‘bahwa semua:
negara: (“zll “states”) atan bangsa
(“peoples?) mempunyai hak: untuk
mcm_‘p_emuk_- sistem politiknya sendiri-
dan memiliki aturan internalnya sen-

diri; secarabebas untuk ‘mengejar

pembangunan ekonomi, sosial-dan-

budaya mereka sendiri; dan untuk
menggunakan  sumber- daya alam
mereka yang dlanggap cocok: Hak
untuk menentukan nasib. seﬂdm a-
dalah hal dari suatu masyarakat ko-
lekiif terrentu sepertl untuk menen-
rukan masa depan politik dan eko-
nominya sendiri dari suatu bangsa,
tunduk pada kewajiban- -kewajiban
menurut nukum internasional. 4

3 fbid,

Namun demikian hak untuk menen- .
tukan nasib. sendiri secara normatif:
relah ‘diatur dalam berbagai instru- |
men hukum internasional, antaradain,
yaitu: .Pasal. 1 ayat (2) Plagam PRBE;«
Pasal 1 ayat (1) “Tnsernational Cov--
enant-on Civil and Political Rights™
dan “Internarional Covenant on Eeo
nomic, Social ‘and Cultural Rights™s -
Resolusi Majelis Umnum PBB Nomor *
1514 (V)14 Desember 1960 ten-
tang Deldarasi Pemberian Kemerde-
kaan kepada Bangsa dan Negara Ter--
jajah; Resolust Majelis Umum PBB~
Nomor 2625 (XXV) 24 Okiober .
1970 ‘mengenai- Deklarasi tentang:
Prinsip-prinsip Hulum Internasional -
tentang Kerjasama dan Hubungan'

4 - H. Victor Condé, A Handbook of Inter-.
national Human Rights Terminology, He-
braska: University of Nsbrasi{a Press,

1999, him. 135.
> Thid,
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. Bersahabac di-antara Negara-negara
dan Hubungan Bersahabat sesuai

Menurut Hassan Witajuda, dalam

- Resolusi Majelis Umiim PBB No.

" 1 514/196 0 dan:'-s"Kov{:ﬁa_h_'- jH;ak:hg_k-ff _

~ Sipil dan Politik (CCPR) memang

tidak dibedakan antara “right 70” dan -
“rig}’yz‘_of self-determination”, Juga da-
lam: prakrik; keduanya di gunakan
secara rancu. Sebenarnya terdapat dua
jenis-atan tingkatan penentuan nasib
senditi; yaitu: 1. “Right 1 selfdeter-
mination”, yang merupakan hak yang
versifat sekali dan tidak dapat dipe-
cah; unruk membenruk suaru: negara
(atatt integrasi arau asosiasi); 2, “Right
of self-determinarion”; yang merupa--
kan hak yang bersumber dan meru-
pakan konsekuensi dari “right # self-
determination”, yairu hak unruk me-
nentukan bentuk negara (republik arau
kerajazan), . sistem - pemerintahan
(presidensiil atau parlementer), sis-
tem- ekonomi (“centrally planned
economy -atau “market economy”, lib-
eral atau terkonirol dan terkontrol)
atau sistem budaya tertenru, yang
semuanya bersifat pengaturan ke da-
lam arau urusan dalam suaru negara.®

Dengan demikian maka, pelaksana-
an “right to self-determination” yang
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dalam .raggka.m_emben;uk ata;ji'-;:;mé'nw-

diwujudkan: melalui _;_igemerdék;}igﬁ

2 dirikan ne ara (“szaze?), baik unik’

membebaskan diri dari

Haliiw dilakukan hanya sekali.

untuk selamanya.

Sedangkan, pelaksanaan “righ of self:
dertermination” dapat diwujudlan’
melalui berbagai tindakan negara yang
ditwjukan ke dalam yang merupakan-
wewenang dari suatu negara berdau-
lat. ‘Dalam konteks. Indonesia; hal.
tersebut misalnya diwujudkan dalam:
bentuk kebijakan (“policy”) dari ne--
gara berupa otonomi daerah dalam

berbagai bidang agar penyelengpara-
an negara tidak bersifar sentralistik: -
Conioh lainnya, misalnya, integrasi-
negara Jerman Timur dengan Jerman

6 Hassan Wirajuda, Jndigenous People In-
ternal Self-Determination (Pribumi da_?i O-
taromi dalem Mengatur Urusan Sendiri),
dalam Sugeng Bahagijo dan Asmara
Nababan, (edit.), Hab Asasi Manusia,
Tanggung jawab Negara Peran Instirusi
Nasional dan Masyarakar, Jakarta: Kom-
nas HAM, 1999, him, 126-127. Dije-
laskan pula, bahwa pembedaan antara
“right to self-determination” dan “right
of-determination” merupakan pemikiran
dari Prof. Leo Gross dari “Fletcher School
of Law and Diplomacy”.
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: Bara:s: Pemisahan dengan negara in-

duk (“seccession”) juga dxmungkmkan
berdasarkan suatu perjanjian bilateral
* ézlﬂte‘ml zzg;eemenzf B tetapi “bukan

ingka cizsmtc—:grasx scbagal
alabat.g= ari 1 rindakan’ separausmc Hal
Jitu misalnya, disintegrasi- dari 15
negara’ yang: awalnya tergabung® da«"
lam “Uni Soviet- dan-kemudian me-
misahkan ‘diri-imenjadi negara yang
berdiri sendiri dan ‘tergabung dalam
kelompok ‘Persemakmuran' Negara-
negara - Merdela: (¢ Com%onwea!t/a of
Independent Saz‘es ’f CIS) ------
Kemerdekaan mcrupakan salah sata
perwu;udan dari hak untuk menen-
rukan nasib sendiri. Menurut Charkes
G: Fenwick kemerdekaan dapart di-
artikan dalam dua: pengertian yaits,
kemerdekaan ke dalam dan keluac.
Kemerdekaan ke dalam (“internal
independence”) meliputi dua aspek,
yaitu kemerdekaan yang berkaitan
dengan kebebasan dari negara untuk
mengurus masalah-masalah dalam
negerinya dan masalah-masalah lain-
nya mengenai kebebasan yang dila-
kukannya dengan negara-negara lain.
Adapun kemerdekaan lkeluar (* exter-
nal mdependenca) yaitu berkaitan
dengan kekuasaan rerbesar dari ne-
gara untuk menentukan habungan
yang dikehendaki dengan negara lain

285

tanpa: campur umgan dam negara

ketlga

Ne’g’aéra di sei'mpinv ‘mempunyai hak

kedaulatan maupun. kemerdekaannya

ia juga mempunyai yurisdiksi sepe-
nuhnya terhadap w11ayah atau wila-

yah-wilayahnya'sebagai- satn kesatu-

an yang menyéluruh. Dengan demi-
kian maka negara tersebut mempu-
nyai hak yang penub dalam mem-
perrahankan keutuhan® ‘wilayahnya
(“tersitorial integrity ") dari segala an-
¢aman baik dari dalam maupun dari
hiar. Karena itu dikatakan bahwa'apa
yang dilakukan oleh kekuasaan ne-
gara atau yurisdiksinya terhadap ber-
bagai wilayahnya tersebut merupakan
kelengkapan ‘dan eksklusif. Dikata-
kan lengkap karena negara tersebut
dapat ‘mempunyai akses terhadab
semua ‘wilayah negara, termasuk se-

mua penduduk yang berada di wila-
yah itu, tanpa memandang nasiona-
litasnya. Di samping itu, yurisdiksi
terhadap wilayahnya bersifat ekslkdu-
sif, artinya tidak ada pihak manapun
termasuk negara lain yang mempu-
nyai hak untuk memaksakan yuris-
diksinya tethadap wilayahnya: Dengan

7 Charkes G. Fenwick, International Law,
‘4t Edition, New York: Appleton Cen-
tury Croft, 1965, hlm. 296-297.




demikian, tanpa mengurangi prinsip-

~ prinsip hukum internasional yang
berlaku, wilayah suatu negara tidak
bisa diganggu-gugar (“the inviolabil-

Ly ..:‘?f. territories. .UE;.ﬁ.a tes; ).3 R

Masalah Pengaleuan: . |
(“Recognition”) dalam Hukum.

Internasional .. .

Di. ringkar. internasional .adalah Su-
dah Jazim apabila suatu negara yang
terlebih dahulu. eksis memberikan
pengakuan aras keberadaan ‘negara
atau pemerintahan yang lebih muda
usianya, Sebaga_i.‘ conwh, pada masa
dekolonisasi, -negara—aegﬁra_ yang
menjadi korban kolonisasi sangar
gencar.mencari pengakuan.akan ek-
sistensinya sebagai sebuah-hegara yang
tidak kalah. b_erdauiamya ‘daripada
negara-negara eks-koloninya, Namun,

dalam . prakiik, pengakuan lebih ba-

8 Sumaryo Suryokusumo, Hak Negira untuk
- DMempertabankan Keutuhan Wilayahnya me-
nurut Hukwm Internasional, makalah yang
disampaikan pada: “Seminar Nasional
‘tentang Kewenangan Negara dalam Men-
jaga “National Unity” dan “National In-
tegrity” menurut Hukum Internasional”,
diselenggarakan oleh Pusar Srudi Hukum
Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs)
.Faku!;;as-ﬂukum.Unive:sitasTrisaﬁ_cti, tang-
gal 15.Juli 2002, di Jakarsa,
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_ _ﬂyak--_d_iberika_n:ka_rcna--kalkuiasi___}y.:_ajng

bersifat - politis ’dgripada_ hukum?

Padaumumnya, ' péré._-pex;_ulis. béf@éﬂa
dapat. bahwa masalah pengakuan

_merupakan ‘masalah’yang paling ri-

mit di. dalam.hukum internasional,
Mengenai: hal int; Alehurst berpen-
~dapat-bahwa pengakuan merupakan
salah- satu topik yang paling sulic
dalam hukum internasional karena
merupakan percampuran dari polirik,
hukum - internasional dan. hukum
nasional. Hal itu dinyatakan -sebagai
berikut: “Recognition is one of the mos:
difficult topics in international law, Jr
s a confusing mixture of politics, in-
ter'nsitiona:i: and municipal Jaw 210
Pengakuan juga dikatakan rumit,
karena pada kenyaraannya tidak ada
ketentuan yang pasti dalam hukum
internasional yang mengarur masalah
ini, terlebih lagi besarnya pengaiuh
faleror politik dalam hal pengakuan;

Starke memberikan rumusan penga-
kuan (“recognition”) secara lengkap

9 Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar,
Hylum Internasional Konzemporer,. Ban-
dung: PT. Refika Aditama, 2006, him.

10 Michael Akehurst, A Modern Introdviction
to International Law, London: George
Allen dan Unwin, 1982, hlm. 57,
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ed deﬁrzzte terrztmy

--;aety polztzmlly orgczmzed maiepe?z-:
of o observin ng the ffa'b_]z'gdtz_'ons

any other existing. State,:

s icapabl
ofd mtermztzomzl law, and: é’ay which
they. mamﬁ?sr their intention to con-
“sider it a memé’?er 0f the- interna-
-'--"*tzoml commumzy i

Berdasarkan rumusan d; atas, maka
pengakuan pada intinya: merupakan
'tmciakan yang bersifat: bebas -dari
ﬂegara- -unmk mengakui. ‘cksistenst
negara lam RN

: Apakah suatu negara bam yang telah
memenuhi syatat masih memerlukan
pengakuan dari negara: lain? Hal ini
sulit untuk- dijawab, karena doktrin
tidak ada dan:praktiknya tidak sera-
gam. ‘Ada pendapat bahwa masalah
pencakuan lebih merupakan kebijak-
an (“policy”) daripada hulum. Me-
nyangkut pengakuan terhadap nega-
ra baru dikenal dua teor, yaitu: teori
dellaratori dan teori konstitutif.

1 1.G. Srarke, Introduction. to fmfmamna!
" Law, London: Buﬁerwor%h 1989, him.
i51. '

it '-_-'Sz“ates acknowledge i’!ae exzstence on
cz__;_humzm s0-

matis- {dpso.;

L -'_Teon deklara_ton beranggapan bah—;__ )
owa apabﬂa semua unsur: kencgaraan g L
' __telah dipenuhz oieh masyarakat pols.—' L
tik,: maka dengan sendmnya iame-
rupakan uaru negam yang: harus di-

dan kewapbannya Pengakuan hanya-
lah bersifat pernyataan tentang ada-
nya negara baru dan tdak mencipta-

kan negara- baru ‘Pengakuan benar-

benar berfungsi mengalkui suatu ke-
nyataan. Starke berpendapat bahwa
prakiil internasional mbndukung

teort dekiaramn

Teori' di atas sej?aian dengan kerentu-
an -yang ‘diatur dalam Pasal 1 Kon-
vensi Montevideo tentang Hak dan
Kewajiban negara tahun 1933 yang
tidak mensyaratkan adanya pengakuan
bagi suatu negara bara. Adapun sya-
rat-syarat bagi ‘negara baru adalah
adanya wilayah, adanya penduduk,
adanya pemerintzhan dan kemampuan
antuk melakukan hubungan dengan
subjek hukum internasional lainnya.
Dalam praknk 12 abhir- akhi;: ini,

12 .}ufm O'Brien, International La@, Lonémé:
"Cavendis, 2001, hlm. 172.

~perlakulcan. ebagai negara. }ach hu—;i”:'_]:;'-‘““'
:'3kum'1nternasmnal harus secara oto-
facto”). menganggapnyaﬂ

“scbagai megara. dengan seluruh hak




] kebanyakan penuhs lebih menerima

v1dco, yaztu dlkatakan bahwa ‘eksis-

tensi secara: pohnk dzm negara: tldak

tea

7 d@em’mz ") dari peng-

teroantung (

_akuan ‘negara: lain. (“he. political
'fxszfmzce” of the Smre 7 independent

0f m:agmtzon éy z“}Je otfaer SIzztes”)
Teerz konsntuuf bcrpendapat bahwa
sekalipun suaru masyarakat interna-
sional telah memiliki ‘unsur-unsur
kenegaraan, tetapi ia tidak secara
otomatis dapar diterima sebagai ne-
gara'di tengah-tengah masyarakat
internasional. Terlebih dahuly harus
ada pernyaraan dari negara-negara lain,
Suaru negara ada dan menjadi priba-
di internasional (“international person-
zlizy”) hanya dengan suaru pengaku-
an-yang tegas. Mengenai hal inj
Starke berpendapar bahwa hanya
pengakuan yang dapat menciptakan
status kenegaraan atau yang dapat
memberikan wewenang atau status
bagi pemerintah baru dalam. ling-
kungan internasional,

Banyak keberatan terhadap teori
konstitutif, Brierdy misalnya menya-
rakan: bagaimana jika suatu negara
baru diakui oleh negara A, tetapi tidak
diakui oleh negara B. Dengan demi-

: am Pasal 3 dari Konven31 Monte—

JURNAL CSICI - Vol. IV/MARET-APRIL 2008 - No 122

Kian negara tersebut unruk negam A

merupakan pribadi internasional, se-
dangkan -untuk negara- B tidak; se-
hingga: hal ini akan- memmbulkan
keanehan yuridis, - '

'Menurut penuhs, teom yang: perta—

ma tampaknya lebih masuk akal dan

lebih menjamin kepastian hukum

dalam kairannya dengan status arau
kedudukan dari suaru negara baru
sebagai suatu pribadi internasional.
Oleh karena itu status atau keduduk-
an dari-negara baru, secara yuridis;
sesungguhnya tidak digantungkan
pada adanya pengakuan. Hal ini di-
karenakan, seperti telah dinyatakan
sebelumnya, masalah pengakuan pada
hakikatnya lebih merupakan aspek
politis ketimbang yuridis. Pengalu-
an  lebih merupakan kebijakan
(policy”) dari suatn negara untuk
mengakui atau tidak mengakui. ne-
gara baru. Jadi, eksistensi dari nega-
ra_tidak tergantung dari ada arau
tidaknya pengakuan dari negara lain.

Berkaitan dengan kemerdekaan
Kosovo, negara-negara vang telah
memberikan pengakuan (“recogni-
tien”), yaitw: Jerman, Iralia, Prancis,
Inggris, Austria, Amerika Serikar,
Turki, Albania, Afghanistan, Sedang-

kan yang menenvang, yaitu: Rusia,
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'.Spanytﬂ RLmanla>_ Slovakia dan

._Cy’pszus 13 | :

. Kemerdekaan Kesovo atas .

Serbia dalam Perspektlf

S Hukum Imemasmnal

Se]ak berakhnnya perang dmcrm,
mayoritas konflik yang ‘terjadi di
dunia muncul dalam: bentuk perten-
tangarw ernis; agama dan konflik yang
bersifat lokal, Secara fakrual, tatanan
dunia ‘dewasa ini ditandai dengan
penghancuran suatu negara nasional
sebagal akibat dari perang sipil antar
etnis. 14 Hal tersebut dibuktikan de-
ngan kenyataan yang ter}adi di*be-
lahan Eropa Timuz, antara lain, mi-
salnye apa yang terjadi di Republik
Federal Yugoslavia, yaitu terjadinya
pemecahan negara tersebut sebagai
suatu kasus suksesi negara (“szaze
succession”) dan kemudian negara
Yugoslavia yang baru hanya terdiri
dari Serbia dan Montenegro.

13 heep://news.bbe.co. uk/1/hi/world/
europe/7252033.stm 04/04/2008.

14 Iohn A. Macinais, The Role of the United
Nations with respect to the Means for Ac-
wmpbzsbmg the Maintenance and Restora-
sion of Peace, 26 (1) Georgia Journal of
Tarernational and Comparative Law

(1996), hlm. 2.

-- Pada hari Mlnggu, tanggal 17 Febru-;

ari 2008 yang laiu, Parlemen Kosovo

secara’ unilateral’ mendakiaras;kan'
' 'kemcrdekaannya serta mcnetapkan _
Hashlm Taci sebagai Perdana Men- -
-ten dan Fatmzr Sejdiu SebaO‘ai Presﬁ e

kemudlan memmbulkan polermk dan:-_
reaksi yang: bermacam-macam (pro-
dan kontra); ‘bahkan ‘menimbulkan
perpeeahan di kalangan negara-nega-"

ra yang duduk scbagai anggora tetap
Dewan Keamanan PBB, ‘padahal,
kesatuan sikap sangat ‘dibutuhkan
untuk memutuskan status final dari
Kosovo. | '

Di dalam negara Serbia, kemerdeka-
an Kosovo justru telah menimbul-

kan masalah baru, yaitu tdmbulaya

gejolak berupa protes hingga aksi
kekerasan yang menolak kemerdeka-
an tersebut. Hal iru, misalnya, rerja-

di di wilayah yang didominasi oleh

crnis Serbia seperti di Mitrovica, di-

mana dua granat tangan dilemparkan
ke sebuah gedung pengadilan PBB
dan kemudian meledak. Sementara
yang sarunya dilernparkan ke arah
sebuah rumah misi Uni Eropa yang
baru, tapi meleser. Kemudian di
Belgrade, para demonsiran yang ber-
kisar 1.000 orang telah melempari

dengan baru dan merusak

jendela-




» | }eadela Kedutaan Besar Amemka 15

'.'.'Kcsovo yang merupakan provmsx-_
' _-Yucroslawa/Serbxa ST berpenduduk

2,1 }uta, rerdiri darx 90% etnis Al-
""""bama yang Mushm 5,3% ernis Serbia -

o yanc Kathohk Ortodoks seieblhnya

ma bertahun tahun, etnls AIbama

merasa d1d1skr1mma51 oleh Pemerin-

tah. Serbia .di Beigrac{e, ‘menjadi sa-
saran kekerasan dan tindakan repre-
sif. . Perkembangan situasi ini men-

dorong terjadinya perang antara ke-.

lompok emis Albania yang menama-
kan diri “Kosovo Liberation Army”
(KLA) melawan pasukan Yugoslavia
yang dengan kekuaran militer ingin
mencegah Kosovo memisahkan diri,
Perang tahun 1996-1998 dapac di-
hentikan dengan kampanye penge-
boman NATO secara besar-besaran
ter_hadap sasaran-sasaran Yugosalvia,
dengan tujuan sebagaimana juru bi-
cara NATO “Serbs our, peacekeepers

in, refugees back” 10

15 hetp://news.bbe.co, uk/1/hi/world/
europe/7249034.sem 04/04/2008.

16 Lihar arrikel Nugroho Wisnumurci:
“Kosovo Merdeka, Hak atau Separatis-
me?”, Kompas (Jakarta), 23 Februari
2008.

ministrasi . PBB dengan tugas mem:
bentuk pemermtahan sementara un-
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Keterlibatan Dewan Keamanam PBB

. baru ter}adx dalam masalah Kosovo}

dengan diadopsinya Resolus;j - 1244
(1999) pada 10 Juni 1999, -yang

menempatkan Kosovo di bawah ad-

tuk ‘Kosovo, agar rakyat Kosovo
mendapat otonomi luas dan “self-
government”. di Kosovo dalam Re-
publik Federal Yugoslavia, sementara
penyelesaian final atas kasus Kosove
belum ditentukan. Resolusi tidak
menyebut bentuk penyelesaian final
atas masalah Kosovo, terapi hanya
memutuskan, solusi politik atas kri-.
sis Kosovo harus mempcmmbangkan
kedaulatan ‘dan integricas territorial

Republik Federal Yugoslavia 17 .

Status final Kosovo dirinds melalui
negosiasi yang dimulai tahun 2006
di bawah pimpinan Uusan Khusus
Sekjen PBB Marrti Ahtisaari, man-
tan fasilitator Perundingan Helsinki
mengenai Aceh. Negosiasi amar alot
karena kedua pihak, Serbia dan
Kosovo bersikukuh pada posisinya,
yakni Serbia hanya bisa menerima
otonomi luas bagi Provinsi Kosovo,
sedangkan Kosovo hanya bisa mene-
rima kemerdekaan Kosovo. Akhirnya,

7 Ibid,
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'tanogal 26 Maret 2007 kepada Qew .

'-'Wan Keamanan PBB Ahusaan ‘me-

O Iaporkan, perundmgan mcngalaml_

' __kemacetan ‘Namun, ia mcnyampal-

~-kan draf penyelesalan status Kosovo
. yang. mengusulkan agar Kosovo - di--
~ beri kemerdelcaan. di: bawah superv1—__.
sisementara Uni Eropa dengan ang-

~ katan perang’ NATO dan polisi Ero-
pa.: Usulan ini: ditolak Rusia. dan
Chma Karena itu, Dewan Keaman—
an-tidak dapat menyetujui “usulan
Ahrtisaari. Upaya selanjutnya, perun-
dinganlangsung antara Serbia dan
Kosovo diupayakan dalam wakou 120
hari yang difasilitasi “Troica Convact
Group™ (Amerika Serikat, Rusia. dan
Uni:Eropa). Hasil perundingan dila-
porkan oleh Sekjen kepada Dewan
Keamanan PBB pada 19 Desember
2007. Amerika Serikat dan negara-
negara Uni Eropa di Dewan Keaman-
an ‘menyatakan perundingan telah
gagal dan mendesak agar status akhir
Kosovo segera diputuskan. Sedang:-
kan Rusia, China, Ghana, Kongo,
Panaman dan Afrika Selatan menya-
rankan agar perundingan diteruskan.
Namun, Amerika Serikat, Inggris dan
negara-negara Barat lain menolak.
Perkembangan ini berujung pada
deklarasi kemerdekaan Kosovo yang
didukung oleh Amerika Serikat dan
beberapa negara Uni Eropa, tetapi

-ditolak antara lam oleh Rusza, China, -. : :..
beberapa negara Um Lropa dan Vi—-'_ e

etnam. 18

Berdasarkan hukum mtemasmnai
'Serbla sebagai negara bcrdaulat mem-
-punyai hak untuk menumpas gerak- o

an sepamnsme yang terjadi di Kosovo.
Namun ‘tindakan represif yang dila=
kukan oleh pemeintah Serbia terha-

dap etnis --Muslim' Albania di Kosovo
kemudian mengundang intervensi
internasional (dalam hal ini NATO,
PBB. dan Uni-Eropa). Tindakan re-
presif yang bertentangan dengan nor-
ma hukum HAM internasional mau-
pun hukum humaniter inilah yang
kemudian memicu terjadinya disin-
tegrasi negara yang berujung pada
dideklarasikannya - kemerdekaan

Kosove atas Serbia.

Tindakan-tindakan represif dalam
wujud diskriminasi, sesungguhnya
bukan merupakan sesuatu hal yang
baru, Hal tersebut, misalnya pernah
terjadi di Afrika Selatan ketka pe-
merintahan kulit putih yang berkua-
sa menerapkan kebijakan diskrimi-
natif berdasarkan atas pembedaan
warna kulic (“apartheid”). Golongan
kulit hitam yang menjadi korban daxi

V8 1hid.




_ kebi}akan teisebut, kemudlan ber}u—_ .
_ang untuk “mendapatkan kesetaraa.n:

- ( eqwlzrgy ). Dzhubungkan dengan apa |

'yanfr tcr;adx di- Kosovo, apabﬂa da-

sar persoalannya adalah masalah tin-=
" dakan dishrimmaﬂ dari’ pemermtah:_

B Serbla, maka ; yang harus dxper;uang—.
“kan adalah: masalah kesetaraan (seperd.
 halnya. yang ter;adi di Afrika. Sela-

tan).: Hal ‘inj Justru:sejalan’ dengan
ketentuan atau. prinsip-prinsip :dasar
hukum - (HAM)_internasional, yaitu
setiap individu memiliki HAM yang
sama ‘tanpa membedakan agama
maupun latar belakang etnis yang
dimilikinya. Apalagi-Serbia sebagai
anggota :PBB memiliki kewajiban
hukum (legal obligation”) yang ber-
sifat wajib (*mandatory’} untuk me-
lindungi HAM (khususnya terhadap
etnis minoritas Muslim Albania) se-
suai dengan prinsip-prinsip yang di-
atur dalam Piagam PBB. Hal jru
misalnya telah dinyatakan dalam ba-
gian Preambul dari Piagam PBB.1?

Anggota PBB yang terus menerus
mengadakan pelanggaran terhadap

19 Dalam bagian Preambul Piagam PBB di-
nyatakan bahwa: “We the peoples of the
United Nations determined..., and to
reaffirm faith in fundamental human
rights, in the dignity and worth of the
human person,...”.
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prinsip- prmsxp Pzagam PBB dapat.”

diusir- keanggotaannya oleh Majehs

_Umum PBB. artas. rckamendasz De-

wan - Keamanan berdasarkan Pagal 6
Plagam PBB: Sanksi ini. merupakan

~cara terakhir yang diambil jika. suaru
. negara selaiu membangkang dan re-

rus;menerus mengabaikan kewajlban

Ainternasional. Sanksi mengenai peng-

usiran ‘ini telah diterapkan dalam
tahun 1992 terhadap Yugoslavia (Re-
solusi 47/1) yang isinya sebagai ber-
ikug
Serbia dan Montenegro ridak dapat
meneruskan keanggotaannya di PBB

“Yugoslavia yang terdiri . dari

dan harus mengajukan lagi keanggo-
taannya sesuai dengan kerentuan-ke-
teatuan yang ada di dalam Piagam
dan tidak lagi dapar ikur serta dalam:
persidangan.”20

Tindakaq untuk memerdekakan diri
Kosovo atas Serbia, di saty sisi, -da-
pat dipahami sebagai bentuk keke-

cewaan atau rasa frustasi dari ernis

20 Sumaryo Suryokusumo, Stdi Kasus Hu-
keum Internasional, Jakarta; PT. Taranusa,
2007, hlm. 271. Pasal 6 Piagam PBB
mengatur bahwa: “A member of the
United Nations which has persistently
violated the Principles contained in the
present Charter may be expelled from the
Organisation by the General Assembly
upon the recommendation of the Secu-

rity Council.” h
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B '_'5Mp'._s'1££n:;Alb_aniaﬁt_é_sf_ﬁpérl'akﬁanf sewe-
nang-wenang pemerintah Serbia.
= Namun, : ti_n:tiakaﬁ:f_%é;:éebutﬁ_é;kah_ ber-:
" encangen dengan prinsip-prinsip
 dasar hukum internasional yang me-
" Laang pembentulian negara di dolam
" negara, karena hal itu merupakan
- pr‘és_eﬂdéﬁ yang: dapat membahayakan -'

' priﬁsigéprinSip.-_-;_-k_eutdhan' wilayah:

(“territorial integrity’) dan kemerde-

kaan politik (“political independence”).

dari negara. Berdasarkan prinsip-prin-

sip tersebut; maka kenyataan yang:

terjadi ~di - Kosovo - sesungguhnya
merupakan tindakan separadsme yang
jelas-jelas dilarang oleh hukum inter-
nasional. Pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh pemerintah Serbia
tidak dapat digunakan sebagai alasan
pembenar (“fustification”) bag etnis
Muslim Kosovo untuk memerdeka-
lean diri dari Serbia. Oleh karena ity,
secara yuridis pendirian negara
Kosovo adalah tidak sah dan berten-

rangan dengan hukum internasional.

Kemerdekaan juga tidak dapar diten-
tukan berdasarkan rekayasa secara
ckstern berupa “pemaksaan” oleh pi-
hak-pihak dari luar. Dalam kasus
Kosovo terlihat, bahwa negara-nega-
ra besar seperil Amerika Serikart,
Inggris dan beberapa negara Uni
Eropa telah melakukan tindakan

__“';unilat_qgalisme:-- kolektif ”2 ! dengan. :

 mendukung kemerdekaan Kosovo.

_Ti__ri’dal{éﬁ_ii_e_fsebutfnie_gupakan pcla_.ng——.;__.-:

garan _:tc:r'ha:'cléplfhﬁ_kqxﬁ internasional,
khususnya terhadap. Pasal 2 ayat (4).

Piagam PBB “secara jelas mengatur. 2
bahwa negara-negara anggota-PBB.
dalam kaitannya dengan hubungan-

hubungan internasional harus mena-.

han diri (“shall refrain”) dasi meﬁg—;_': o

ancam atau menggunakan kekerasan
terhadap keutuhan wilayah (“zerrizo-
rial integrity”) arau kemerdekaan
politik  (“zerrisorial independence”).
22 :

suatu-negard.

Di samping itu, tindakan “unilateral
kolelrif” juga merupakan tindakan
yang dapat mengurang kredibilitas
PBR sebagai organisasi internasional

yang mempunyai wewenang untuk

menyelesaikan masaleh-masalah yang. -

berpotensi akan menimbulkan ancam- '
an terhadap stabiliras dan keamanan

21 {gilah ini juga penulis kutip dari artikel
yang ditulis oleh Nugroho Wisnumurti
di atas.

22 Pasal 2 ayat (4) Piagan; PBB mengatur

bahwa: “All members shall refrain in their
international relations from the threat or
use of force against territorial integrity
and political independence of any state,
or in other manner inconsistent with the
Purpose of the United Narions.”




. 1ntern3510nal Namun, disadarl atau
terkalt . 'dengan kasus - i

| _ kedaulatan

tidak,
Kosovo, sesungguhnya PBB telah

diIemahkan oleh ulah beberapa ne-f -
gara anggotanya send1r1 yang: meml—-_.'

hh e

' ﬁ'_: ;.Dalam -kaltan m;, seharusnya Dewan_"
Keamanan PBB dapat menggunakanf

: kewcnangannya uniuk menyelesadcan
masaiah Kosovo, namur mei{amsmc
“vero? dalam-pengambilan keputus~
an seringkali digunakan oleh negara-
negara besar (“zhe ézg ﬁve’f),-'yaitu:
Amerika Serikar, China, Ingeris,
Prancis dan Rusia, dalam’ rangka
kepentingan politiknya, bukan demi
kepentingan yang lebih besar. -

Berkaitan dengan pengakuan terha-
dap kemerdekasn Kosovo, Menteri
Luar Negeri Indonesia, Hassan
Wirajuda, menyatakan bahwa peime-
rintah tak terburu-buru untuk me-
nyatakan dukungan atas kemerdeka-
an Kosovo. Selain akan melihat per-
kembangan kondisi negara pecahan
Serbia iy, pemerintah dilemaris jika
mengakui
dilemanya dari masalah Kosovo. Dj

Kosovo. “Memang ada

satu sisi, kira berharap semua negara
menghormati prinsip keuruhan dan
kedaularan nasional, separatisme kita

: Departemen Keuangan ]akgrta ' Ka— :
e mis, 21 Februan 200823

L :; ..Pemcrmtah Indonesm mcmang Iharus :
~berhati-hati dalam memberikan peng—_'

- JURNAL CSICI - in-’IVmREMPRIL-zOQS “Nozo

_tak toleran51 Sebab iru bcrtﬁntangw':'

an: dengan prinsip kehormatan | dan
“ujar. Hassan kepada pers
seusai rapat’ kaordmam di Kanrtor

akuan, rerlebih lagi hukom interpa:
sional pun-tidak memberikan kewa».

jiban atau mengharuskan kepada suaru

negara untuk memberikan penwaku—
an kepada'negara baru. Karena, peng-.
akuan akan menimbulkan implikasi:
yang luas, baik secara politis mau-.
pun yuridis bagi Indonesia dalam
komunitas internasional. 28

Penutup

Beberapa hal penting yang dapat dl—-
pelajari dari urafan di atas, anrara lain,
sebagai berikut:

1. Menurat hukum internasional
negara mempunyai hak untuk me-
numpas setiap gerakan separatis-
me dengan pembatasan tidak me-
langgar ketentuan-ketentuan hu-

23 Kompas (Jakarta), 22 Februari 2009,
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rcpres1f yang melanggar ketentu--
" "”"-""3'_5'iian “hukum’ mtﬁmasmnal dapat_--_,_.,-:

-ikum mternasmnal

'-_:;hukum humamter mtemasxonai

engundang mterv en51 111{61‘113,510—

" nal dan kemudian dapar memicu

Q.tcrjadlnya disinregrasi’ ‘negara.

. Namun ‘demikian, hal tersebut

 tidak dapat dijadikan sebagal jus-

tifikasi untuk memerdekakan diri.

. Kemerdekaan Kosovo bertentang-
an dengan prinsip keutuhan wila-

._ yah (¢ ‘territorial mtegnty ) yang

merupakan hak setiap negara (da-
Jam hal ini negara Serbia) untuk

" mempertahankannya dan hal ini
~dijamin oleh hukum internasional.
Oleh karena itu, tindakan memer-
dekakan diri secara sepihak (uni-
lateral) dari Kosovo dapat dikata-

~kan bertentangan dengan hulkum
internasional.

. Hak untuk menentukan nasib sen-
diri (“right to self-determination”)
hanya dapat digunakan sekali dan
ditujukan dalam rangka membe-
baskan diri dari kolonialisme dan
dominasi asing. Menurut hukum
internasional tidak dimungkinkan

khdsusnya -

| -'_:adanya ﬁeaara di daiam negara
'i'_fhukum HAM mremas;onal dan - e
L {."Hukum mtemassonal txdak mem-
Lobmas : L - bebani- kewa)iban kepada negaza'.'-::. ;
i--ﬁBerdasﬂfka—ﬂ kasus d1 a_tas, tmdakan__ s _untuk mengakm arau tidak meng--- - _
akm suatu negara. baru Pengaku{ - o
an lebih: merupakan masalah ke- " _'

' ;}'-;_f'bljakan { polzc_y) yang be:rmfat-'

-politis dan. sepenuhnya merupakan '

wewenang darl negara. . O .
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